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Isbat nikah adalah penetapan ulang terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan 

karena adanya keraguan terhadap keabsahan nikah atau tidak dapat dibuktikan 

dengan bukti akta nikah otentik. Secara umum terdapat beberapa perkara isbat 

nikah masuk ke Mahkamah Syar’iyah, salah satunya perkara isbat nikah 

terhadap pasangan yang telah meninggal. Hal ini sebagaimana yang telah 

diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan 

mengabulkan permohonan itsbat nikah terhadap pasangan yang sudah 

meninggal. Padahal secara aturan hukum tidak dijelaskan secara rinci 

bagaimana legalisasi permohonan itsbat nikah bagi pasangan yang telah 

meninggal dunia. Namun, majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

mengabulkan permohonan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam perkara 

Nomor 03/Pdt.G/2018/MS. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui 

bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan isbat nikah terhadap 

suami yang sudah meninggal berdasarkan Putusan Hakim Nomor 

03/Pdt.G/2018/MS dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan 

isbat nikah pada suami yang telah meninggal. Dalam penelitian ini, metode 

penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Berdasarkan dari hasil 

penelitian, dasar pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan isbat nikah 

terhadap suami yang sudah meninggal berdasarkan putusan hakim nomor 

03/Pdt.G/2018/MS ialah mengacu pada alasan bahwa akta nikah sebagai bukti 

otentik yang hilang, dalam hal ini majelis hakim mengacu pada pasal 7 

Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut hukum Islam tidak dijelaskan 

secara spesifik, namun legalisasi penetapan isbat nikah dapat diakui berdasarkan 

sistem qiyas dengan kegiatan muamalah yang mewajibkan adanya pencatatan 

perkawinan. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa permohonan isbat 

nikah kepada suami yang telah meninggal dapat dikabulkan dengan mengacu 

pada Pasal 7 KHI dan menurut hukum Islam dapat diqiyaskan  kedalam kegiatan 

muamalah yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. 
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TRANSLITERASI 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 

Arab adalah sebagai berikut: 

 

1. Konsonan 

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 

 ṭ ط 61

te dengan 

titik di 

bawahnya 

 B ب 2

be 

 ẓ ظ 61

zet 

dengan 

titik di 

bawahnya 

 T ت 3

te 

 ‘ ع 61

Koma 

terbalik 

(di atas) 

 Ś ث 4

es dengan 

titik di 

atasnya 

 gh غ 61

ge 

 J ج 5
je 

 f ف 02
ef 

 ḥ ح 6

ha 

dengan 

titik di 

bawahnya 

 q ق 06

ki 

 Kh خ 7
ka dan ha 

 k ك 00
ka 

 D د 8
de 

 l ل 02
el 

 ż ذ 9

zet 

dengan 

titik di 

atasnya 

 m م 02

em 

 R ر 10
er 

 n ن 02
en 

 Z ز 11
zet 

 w و 01
we 

 S س 12
es 

 h ه 01
ha 

 Sy ش 13
es dan ye 

 ’ ء 01
apostrof 
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 Ş ص 14

es dengan 

titik di 

bawahnya 

 y ي 01

ye 

 ḍ ض 15

de 

dengan 

titik di 

bawahnya 

   

 

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

 

 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و    Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

  ,kaifa =    كيف

 haula =      حول

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ         Fatḥah A 

  َ         Kasrah I 

  َ        Dammah U 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

َ   ا/ي  Fatḥah dan alif atau 

ya 

ā 

َ   ي  Kasrah dan ya ī 

َ   و  Dammah dan wau ū 

 

Contoh: 

 qāla =     ق ال  

م ي  ramā =    ر 

 qīla =  ق يْل     

 yaqūlu =   ي قوْل    

4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
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Contoh: 

َطافَالاْ  ضَةْ  الْا  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : رَوا

  /al-Madīnah al-Munawwarah :  الامَدِي انَةْ  الام نَ وَّرةَاْ  

 al-Madīnatul Munawwarah   

 Ṭalḥah :  طلَاحَةاْ  

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan  

sebuah  tanda,  tanda  syaddah atau  tanda  tasydid, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

اربَ َّنَْ    – rabbanā 

 nazzala – نَ زَّلَْ  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata  ( ال )

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai  

dengan  bunyinya, yaitu  huruf  /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2.  Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi- kan sesuai 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  Baik  dikuti   
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huruf   syamsiyyah maupun   huruf qamariyyah, kata  sandang  ditulis  terpisah  

dari  kata  yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh:  

                               - ar-rajulu 

               -  as-sayyidatu 

              -  asy-syamsu 

                -  al-qalamu    

               -  al-badī‘u    

               -  al-jalālu. 

 

7. Hamzah 

 Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh: 

           an-nau’ 

           syai’un 

           inna 

           umirtu 

           akala 

 

8. Penulisan kata 

 Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu  yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 
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Contoh:  

                                              - Wa inna Allāh lahuwa khair ar- rāziqīn 

    

                                              - Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 

 

9. Huruf Kapital 

 Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

                                            -        -  Wa mā Muhammadun illā rasul 

 -  Inna awwala naitin wud’i’a linnasi       

 -  lallazi bibakkata mubarakkan 

           - Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur’anu 

 Penggunaan huruf awal kapital untuk kata Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

huruf kapital tidak dipergunakan. 

 

10. Tajwid 

  

 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan yang Maha Esa.
1
 Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan 

bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaqaan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan menjalankannya 

merupakan ibadah.
2
  

 Prosedur pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus melalui pencatatan 

perkawinan yang dilaksanaan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang 

yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi orang selain yang 

beragama Islam. Aturan hukum ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
3
 Peraturan ini selaras dengan Pasal 5 angka (1) Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi 

masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
4
  

 Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah 

perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencacat Nikah (PPN) yang 

                                                             
 1

 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 
2
 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan. 

 
3
 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 
4
 Pasal 5 angka (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-dasar Perkawinan. 
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berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua mempelai 

melangsungkan pernikahan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil 

(KCS) bagi yang beragama selain agama Islam.
5
 

 Berbeda dengan peraturan hukum positif tersebut, hukum Islam tidak 

mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan harus melalui proses pencatatan 

perkawinan. Akan tetapi, dengan perkembangan zaman yang terus berubah, 

maka hukum Islam juga mengalami pembaharuan-pembaharuan hukum sesuai 

dengan perubahan zaman tersebut, salah satunya tentang pembaharuan hukum 

keluarga Islam di Indonesia. pergeseran kultur lisan kepada kultur tulisan 

menjadi salah satu ciri masyarakat modern yang menuntut dijadikannya akta 

surat sebagai bukti otentik. Hal ini dikarenakan pemikiran yang semakin 

berkembang dan menyatakan bahwa saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan tidak 

saja bisa hilang karena sebab kematian. Tidak hanya kematian yang dapat 

menghilangkan alat bukti saksi, akan tetapi manusia juga mengalami kelupaan 

dan kesilapan. Atas dasar inilah diperlukannya bukti yang abadi yang disebut 

dengan akta surat.  

 Dengan demikian, salah satu bentuk pembaharuan hukum keluarga Islam 

adalah dengan dibuatnya aturan hukum tentang pencatatan perkawinan sebagai 

salah satu bukti surat yang harus dipenuhi ketika melangsungkan perkawinan. 

Dikatakan pembaharuan hukum keluarga Islam karena masalah tersebut tidak 

ditemukan dalam kitab-kitab fiqih maupun fatwa-fatwa ulama. 

 Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan perspektif etika hukum 

internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tentang 

Perlindungan Hak Asasi Manusia, aturan tentang keharusan pencatatan 

pernikahan ini telah selaras dengan yang diinginkan oleh deklarasi tersebut. 

Pencatatan pernikahan diatur  untuk memberikan manfaat bagi kehidupan 

                                                             
 

5
 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), 

hlm. 53. 
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manusia dan perlindungan dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ikatan 

pernikahan. 

 Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, baik pihak suami 

maupun istri sama-sama mempunyai bukti kuat (otentik) bahwa benar telah 

dilangsungkannya perkawinan mereka. Sehingga anak yang dilahirkan dari 

perkawinan yang dicatat tersebut dapat memperoleh perlindungan hak-haknya 

sebagai anak dan perlindungan hukum yang baik.
6
 Karena, salah satu tujuan 

dilaksanakannya pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat beragama Islam, baik perkawinan yang 

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan 

oleh masyarakat beragama lain yang tidak berdasarkan hukum Islam. Selain itu, 

pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum 

yang timbul akibat perkawinan.
7
 

 Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat administrative 

karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, 

maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki 

bukti-bukti yang sah secara ountentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.
8
 

 Tanpa adanya pencatatan perkawinan, perlindungan hukum dan hak-hak 

terutama bagi istri dan anak tidak dapat terpenuhi karena perkawinan mereka 

tidak diakui oleh negara sehingga istri tidak dapat membuktikan bahwa ia telah 

menikah dengan suaminya tersebut. Salah satu dampak negatifnya bagi istri 

adalah berakibat tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum karena 

tidak memiliki bukti otentik perkawinan. Konsekuensi yuridisnya, istri tidak 

akan mendapat haknya sebagai istri dan harta bersama jika terjadi perceraian 

                                                             
6
Agustin Hanapi, dkk., Buku Daras Hukum Keluarga, (Fakultas Syariah dan Ekomomi 

Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2014), hlm. 117. 
7
Ibid, hlm.118.   

8
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), hlm. 93. 
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dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum istri juga 

tidak berhak atas nafkah atau warisan dari suami.
9
  

Oleh karenanya, penting untuk mencatatkan perkawinan di lembaga 

yang berwenang. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan 

dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).
10

 

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa 

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta n ikah, dapat diajukan 

isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
11

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa bagi mereka yang 

tidak memiliki Akta Nikah atau bukti secara tertulis bahwa mereka telah 

melakukan pernikahan, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi ruang 

untuk mendapatkan akta nikah dengan cara mengajukan permohonan ke 

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah setempat sesuai dengan wilayah 

yurisdiksi suami-istri tersebut.  

Dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam  disebutkan bahwa isbat 

nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang 

berkenaan dengan :
12

 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. Hilangnya Akta Nikah; 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan; 

d. Adanya perkawinan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

 

                                                             
9
Ibid.,hlm.,116 

 
10

 Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 

 
11

 Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. 

 
12

 Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. 
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 Adapun secara umum terdapat beberapa perkara isbat nikah ke 

Mahkamah Syar’iyah perkara isbat nikah terhadap pasangan yang telah 

meninggal. Hal ini sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan mengabulkan permohonan isbat 

nikah terhadap pasangan yang sudah meninggal. Padahal secara aturan hukum 

tidak dijelaskan secara rinci bagaimana legalisasi permohonan isbat nikah bagi 

pasangan yang telah meninggal dunia. Namun, majelis hakim Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh mengabulkan permohonan tersebut. Sebagaimana yang 

terdapat dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/2018/MS. 

 Perkara Nomor 03/Pdt.G/2018/MS.Bna merupakan perkara permohonan 

isbat nikah yang diajukan oleh istri terhadap suaminya yang telah meninggal 

dunia. Dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa pemohon dan termohon benar 

telah melangsungkan pernikahan sesuai syari’at Islam yang bertempat di 

Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh pada tanggal 

30 Desember 1991 Masehi. Yang menjadi wali nikah pemohon pada saat 

berlangsungnya pernikahan adalah abang kandung pemohon yang bernama 

Abdul Jalil bin Abdullah. Selanjutnya, permohonan isbat nikah ini diperlukan 

pemohon untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara pemohon 

dengan termohon yang bernama Ridwan bin Sulaiman Ali karena kedua kutipan 

akta nikah (untuk suami istri) yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh telah hilang serta untuk mengurus 

surat atau melengkapi berkas Pensiun di Taspen. Oleh karenanya, pemohon 

meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon yang 

dituangkan dalam petitumnya. 

 Berdasarkan isi putusan yang telah diuraikan dalam perkara tersebut, 

dapat diketahui bahwa hakim telah menetapkan perkara isbat nikah dengan 

alasan satu pasangan telah meninggal. Namun, jika dilihat berdasarkan teori 

hukum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara spesifik 

tentang adanya kebolehan penetapan isbat nikah dengan alasan tersebut. 
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Sehingga terdapat kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di pengadilan. 

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi dasar 

pertimbangan hukum oleh hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

mengabulkan permohonan pemohon untuk melaksanakan isbat nikah. Penulis 

menfokuskan penelitian ini dengan judul “Penetapan Isbat Nikah Terhadap 

Suami yang Telah Meninggal (Analisis Putusan Hakim Mahkamah 

Syar’iyyah Nomor 03/Pdt.G/2018/MS.Bna”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat pokok 

rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan Isbat Nikah terhadap 

suami yang sudah meninggal berdasarkan Putusan Hakim Nomor 

03/Pdt.G/2018/MS.Bna? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan isbat nikah pada 

suami yang telah meninggal? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syari’yah 

Banda Aceh dalam menetapkan Isbat Nikah terhadap suami yang sudah 

meninggal berdasarkan putusan hakim Nomor 03/Pdt.G/2018/MS.Bna. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan isbat nikah 

terhadap suami yang telah meninggal. 

 

D. Penjelasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalahan pemahaman utama judul skripsi ini, maka 

penulis akan menjelaskan pengertian istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 
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1. Penetapan 

Penetapan adalah perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi 

negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang 

berwenang dan berwajib.
13

 

2. Isbat Nikah 

Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran nikah.
14

Menurut kamus 

Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran 

(keabsahan) nikah.
15

 Sedangkan menurut istilah, isbat nikah adalah 

pengesahan atas berlangsungnya pernikahan yang sah menurut syariat 

Islam namun tidak dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) 

atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN).  

3. Hakim 

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara 

diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili atau 

memutuskan suatu perkara.
16

 Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, hakim adalah orang yang mengadili perkara atau orang 

pandai, budiman, dan ahli (orang bijak).
17

 

4. Mahkamah Syar’iyah 

Mahkamah Syar’iyah merupakan lembaga peradilan dibawah lingkungan 

Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan yang sama dengan 

Pengadilan Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi’ar Islam yang 

ditetapkan dalam Qanun.
18

 

                                                             
13

Viswandoro,Kamus Istilah Hukum (Yogyakarta: Medpress Digital,2014) hlm.204 
14

Pusat bahasa, kamus besar bahasa Indonesia (cet-2,2011, Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama), hlm.549. 
15

 KBBI Pusat Bahasa Edisi ke 4 Departemen Pendidikan Nasional, hlm.549. 
16

http://informasiahli.com/2016/04/pengertian-hakim-dan-profesi-hakim.html diakses 

pada tanggal 7 febuari 2015 
17

 KBBI Pusat Bahasa Edisi ke 4 Departemen Pendidikan Nasional,hlm.475. 

 18
 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan 

Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, Cet. I (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 4 

http://informasiahli.com/2016/04/pengertian-hakim-dan-profesi-hakim.html
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk 

mengetahui dan mendapatkan sekumpulan data berdasarkan ilustrasi atau 

gambaran mengenai objek kajian yang akan diteliti sehingga dapat menghindari 

kesamaan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan judul ini diantaranya: 

Skripsi yang ditulis oleh Muhkti Kamal  dengan judul “  Problematika 

Isbat Nikah di Indonesia”. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 

memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dalam fikih, 

perkawinan tetap sah apabila tidak dicatatkan, menurut undang-undang nomor 1 

tahun 1974, perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (2) , 

dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang 

berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujud ketertiban didalam 

masyarakat dan untuk mendapatkan perkawinan yang sah menurut  agama dan 

juga sah menurut negara. Permohonan istbat nikah bisa diajukan kepada 

mahkamah syariah ketika perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum adanya 

peraturan tentang pencatatan perkawinan sebelum tahun 1974.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum 

Islam dan ketentuan hukum perkawinan Indonesia tentang isbat nikah, 

mengapakah hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang permohonannya 

tidak tecantum dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan, dan bagaimana 

keabsahan isbat nikah pada penetapan no. 88/Pdt. P/2013/ms-BNA dan no. 

167/Pdt.P/2011/Ms BNA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

pengabulan permohonan isbat nikah di Mahkamah Syariah Banda Aceh pada 

putusan no. 88/Pdt. P/2013/ms-BNA dan no. 167/Pdt.P/2011/Ms BNA. 

 Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dimana setiap 

perkawinan perlu dicatat agar sah menurut agama dan hukum positif. Hasil 

analisa hakim adalah mengakui bahwa telah terjadi perkawinan diantara para 

pihak, perkawinan mereka belum pernah terjadi perceraian, hakim menimbang 
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kedudukan anak agar mendapatnya perlindungan hukum dimata negara dan 

kebutuhan administrasi lainnya, sehingga permohonan istbat nikah tersebut 

dapat dikabulkan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh walaupun pernikahannya 

setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan tahun1974. Penetapan yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh mempunyai kekuatan hukum 

tetap.  Skripsi ini menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Islam dan UU 

perkawinan terhadap kasus penetapan isbat nikah pada Mahkamah Syar’iyah 

Banda Aceh.
19

 

Skripsi yang ditulis oleh Julianda dengan judul “Pelaksanaan Isbat 

Nikah Terpadu dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi 

Kasus di Kabupaten Bireuen)”. Skripsi menjelaskan tentang Isbat nikah 

merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayan kepada masyarakat 

yang belum mempunyai akta nikah, sehingga dapat menetapkan kembali 

pernikahan mereka. Salah satu program dalam masalah ini yaitu program 

pemerintah isbat nikah terpadu yang dilaksanan di Kabupaten Bireuen. Isbat 

nikah tersebut tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat 

mencatat kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Namun, dalam 

prosesnya masih banyak pasangan yang tidak mencatatatkan pernikahan karena 

keterbatasan jumlah kuota yang pasangan yang ditetapkan oleh Mahkamah 

Syar’iyah Bireuen. Untuk itu masalah yang diajukan adalah apa yang 

melatarbelakangi dilaksanakan isbat nikah terpadu, kemudian bagaimana teknis 

pelaksanaan isbat nikah terpadu, serta bagaimana dampak pelaksanaan isbat 

nikah terpadu terhadap ketertiban pencatatan pernikahan di Kabupaten 

Bireuen.
20

 

                                                             
19

 Mukti Kamal, “ Problematika Isbat Nikah di Indonesia” ( skripsi tidak dipublikasi), 

Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016. 
20

 Julianda, “pelaksanaan isbat nikah terpadu dan dampaknya terhadap ketertiban 

pencatatan nikah ( studi kasus di kabupaten Bireuen)” (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas 

Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,2017. 
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Skripsi yang di tulis oleh Munira dengan judul “Isbat Nikah Sebagai 

Administrasi Negara”. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 

maha esa. Menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut 

agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam 

pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawianan bagi 

orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta 

nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. sehingga penulis ingin 

mengetahui secara mendalam terhadap praktek Isbat nikah di Mahkamah 

Syar’iah, serta pendapat ulama tentang Isbat nikah. penelitian ini menggunakan 

metode deskripsif komparatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada 

kebiasaan yang terjadi di masyarakat, serta melihat perbedaan, persamaaan dan 

penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dari pembahasan penulis melihat, 

bahwa mengajukan permohonan Isbat nikah harus ke Mahkamah Syar’iah 

seperti yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan di 

bawah tangan hanya dapat diajukan melalui permohonan isbat nikah dengan 

alasan untuk menyelesaikan perceraian sedangkan pengajuan isbat nikah dengan 

alasan lain dapat dilakukan apabila sebelumnya pihak yang mengadakan 

perkawinan telah memiliki akta nikah.
21

 

Skripsi yang ditulis oleh Raudlatul Hasanah dengan judul “Analisis 

Sosiologis Terhadap Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan”. Isbat 

Nikah merupakan penetapan ulang terhadap pernikahan yang telah dilakukan 

karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan tersebut, atau 

pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik (akta nikah), sehingga 

                                                             
21

 Munira “Isbat nikah sebagai administrasi perkawinan” (skripsi tidak dipublikasi), 

Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Bnda Aceh, 2010 
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yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar 

pernikahannya dapat dibuatkan akta nikah. Isbat Nikah di daerah Pamekasan 

masih banyak terjadi terutama didaerah pedesaan, karena kurangnya kesadaran 

hukum hukum dan pentingnya surat nikah sendiri sehingga masyarakat lalai 

untuk mencatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Bahwa 

alasan utama para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan 

Agama Pamekasan adalah dalam rangka mengurus surat Akta Nikah dan akta 

kelahiran anak-anak mereka, di samping itu untuk mendapatkan kepastian 

hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin 

memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak 

tercatat atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan.  Analisis sosiologis terhadap isbat nikah ini yaitu adanya kelalaian 

para pemohon (suami isteri) yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui 

prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini terjadi karena kurangnya 

kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.
22

 

Skripsi yang di tulis oleh Muh Riswan dengan judul “ Penetapan Isbat 

Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makasar”. Skripsi ini bahwa 

pertimbangan yang digunakan oleh hakim ketika mengabulkan perkara Isbat 

Nikah tersebut yaitu untuk menjaga kemashlahatan anggota keluarga, 

melindungi kepentingan anak yang lahir dari pasangan nikah sirri tersebut. 

Kemudian dasar hukum yuang digunakan yaitu pasal 7 ayat (3e) KHI dengan 

terlebih dahulu melihat fakta Perkawinan dari setiap pasangan. (2) Hakim 

Pengadilan Agama Makassar menyadari adanya dampak yang muncul ketika 

mengabulkan setiap perkara isbat nikah khususnya terhadap nikah sirri. Dampak 

tersebut diantaranya : (a) masyarakat banyak yang sudah berfikiran 

menggampangkan dan menyepelekan pencatatan nikah; (b) pernikahan sirri di 

Indonesia akan semakin subur ; (c) menimbulkan pikiran dalam masyarakat 

                                                             
22

 Raudlatul Hasanah“Analisis sosiologis terhadap isbat nikah di pengadilan agama 

pamekasan”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2017 
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bahwa nikah sah Menurut agama saja itu sudah cukup sehingga tidak perlu 

memakai aturan-aturan negara; (d) kepercayaan terhadap undang-undang 

menjelaskan untuk mengetahui pertimbangan dasar hukum undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berkurang; (e) masyarakat seakan 

menypelekan undang-undang perkawinan tersebut. Dalam hal ini hakim 

pengadilan agama memberikan solusi yaitu pemerintah dengan melibatkan 

banyak pihak (instansi lain) harus rutin dan berkelanjutan melakukan sosialisasi 

berupa penyuluhan kepada amasyarakat dikota maupun didesa-desa mengenai 

perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan utamanya 

mengenai pentingnya pencatatan nikah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara 

isbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah tahun 1974 pada penetapan 

isbat nikah massal oleh pengadilan agama Makassar dan mengetahui pandangan 

hakim pengadilan agama Makassar mengenai dampak yang terjadi serta solusi 

yang diberikan ketika permohonan isbat nikah yang terjadi nikah sirri setelah 

berlakunya UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikabulkan.
23

 

Skripsi yang ditulis oleh Ilham dengan judul “ Penyelesaian Perkara 

Isbat  Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A”. Skripsi ini 

membahas tentang penyelesaian perkara Isbat nikah di Pengadilan Agama 

Watampone Kelas I A. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat masih 

dijumpai permasalahan khususnya di Kabupaten Bone, yang  tidak mencatatkan 

pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ada alasan tertentu 

sehingga tidak ada akta nikahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pengadilan 

Agama Watampone Kelas I A menerima permhonan isbat nikah bagi 

masyarakat yang tidak tercatatkan pernikahannya tersebut sebagaimana yang 

termuat dalam pasal 7 ayat 2 KHI. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis 

akan menelusuri : 1). Bagaimana Faktor yang menjadi Alasan Pemohon 

                                                             
23

Muh.Riswan “Penetapan isbat nikah massal oleh pengadilan agama makassar” 

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.2014. 
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Mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A; 2). 

Bagaimana Dasar Hukum serta Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian 

perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A; 3). Bagaimana 

Cara Penyelesaian Perkara Isbat di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. 

Penelitian ini mengahasilkan kesimpulan bahwa Perkara Isbat Nikah yang 

ditetapkan/dikabulkan oleh hakim adalah perkawinan yang memenuhi syarat 

dan rukun. Kemudian Penyelesaian Perkara Isbat di Pengadilan Agama 

Watampone Kelas I A, secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai 

dengan Teknis Administrasi Pedoman Pelaksana Tugas sebagaimana dalam 

Buku II dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah 

dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahub 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Hukum Acara Perdata serta Hukum Acara Peradilan Agama 

sebagaimana yang ada dalam R.Bg. adapun implikasi penelitian ini: Untuk 

memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang belum tercatatkan 

pernikahannya agar segara mengajukan permohonan Isbat Nikah  pada 

Pengadilan Agama. Sehingga dapat perlindungan hukum apabila terjadi masalah 

dikemudian hari mengenai status perkawinan dan perkawinan itu mempunyai 

kekuatan hukum yang kuat.
24

 

Skripsi yang ditulis oleh M. Fajrul Falah dengan judul “Proses 

Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif 

Hukum Islam”. Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku kegunaanya adalah agar sebuah 

lembaga perkawinan mempunyai tempat  yang sangat penting dan strategis 

dalam masyarakat Islam. Isbat Nikah menjadi upaya perlindungan terhadap 

perempuan dan anak-anak yang dilakukan dari perkawinan. Hukum Islam dalam 

dalam Kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk 

mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan 

                                                             
24

 Ilham “ Penyelesaian Perkara Isbat  Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 

I A” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Alauddin Makassar.2017. 
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Agama sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinanan. Ada 3 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penetapan istbat 

nikah terhadap perkara contensius dalam perspektif hukum islam, mengapa 

penetapan isbat nikah terhadap perkara contensius diperlukan, dan apa akibat 

hukum dari analisis putusan pengadilan agama Tanjung Karang Nomor:  

0234/Pdt.g/2015/PA.tnk tentang isbat nikah. hasil penelitian dapat kemukakan 

bahwa proses penetapan isbat nikah contensious dengan proses penetapan isbat 

nikah Voluntaire di pengadilan agama kelas 1 A Tanjung Karang yang 

membedekan hanyalah proses dalam proses persidangan perkara isbat nikah 

tersebut, dimana dalam perkara  isbat nikah contensious ke Pengadilan Agama 

Tanjung Karang dijadikan sebagai pemohon dan dua orang anaknya sebagai 

Termohon I dan Termohon II. Pentingnya akad nikah adalah untuk melindungan 

hak-hak keperdataan dari sang istri maupun hak perdata yang lahir dari 

pernikahan tersebut.  

Akibat hukum yang tercipta dengan mengnalisis putusan pengadilan 

agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk adalah bahwa majelis 

hakim menyatakan nikah sah menurut hukum dan dinyatakan suami istri yang 

sah menurut hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan 

anak yang terlahir dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah secara hukum 

yang berlaku di Indonesia dan akad nikah tersebut dapar dipergunakan sebagai 

syarat untuk mengajukan permohonan pencairan dana PT. Taspen. Mengingat 

pentingnya akta nikah dalam hubungan sebuah pernikahan, maka para pihak 

yang merasa pernikahannya tidak dicatatkan maka dapat mengajukan isbat nikah 

ke pengadilan agama. Hal ini bertujuan agar pernikahan tersebut sah secara 

agama Islam dan sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. 
25

 

                                                             
25

 M. Fajrul Falah “Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensious 

Dalam Perspektif Hukum Islam” Fakultas  Syari’ah dan Hukum , Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung.2017. 
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Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan 

dengan penelitian yang penulis teliti saat ini. Penelitian saat ini lebih 

memfokuskan terhadap bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan 

Isbat Nikah terhadap orang yang telah meninggal serta bagaimana analisis 

hakim terhadap prosedur dan pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah 

dalam menetapkan Isbat Nikah terhadap orang telah meninggal.Setelah penulis 

meneliti dari hasil yang sudah diteliti penulis tidak menemukan skripsi yang 

memfokuskan kepada Penetapan Isbat Nikah Terhadap Pasangan Yang Sudah 

Meninggal. 

 

F. Metode Penelitian  

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

dengan menggunakan metode kualitatif yaitu untuk melihat seberapa kuatnya 

hukum isbat untuk memutuskan perkara hilangnya buku nikah terhadap suami 

yang telah meninggal. Metode penelitian adalah suatu proses yang dilakukan 

secara sistematis yang digunakan oleh para peneliti dengan tujuan mendapatkan 

jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek penelitian. 

1. Jenis Penelitian.  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan 

sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.
26

  

Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan atau field research 

dan penelitian pustaka atau library research. Penelitian lapangan (field 

research) adalah salah satu metode pengumpulan data data penelitian 

kualitatif yang memerlukan pengetahuan mendalam tentang literature 

yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian 

                                                             
26

 Burhan Bungen, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer ( Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203. 
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pustaka (library research) adalah mengumpulkan informasi dan data 

dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan 

seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dsb. 

2. Bahan Hukum 

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah 

data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). 

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Putusan Hakim Nomor 03/Pdt.P/2018/MS-Bna. Sedangkan bahan 

hukum sekunder diperoleh dari hasil literatur kepustakaan yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk 

melampirkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi 

adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data 

tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-

buku, majalah, koran dan agenda yang yang berkaitan dengan objek 

penelitian.
27

   

4. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis. Deskiptif analisis adalah teknik analisis data yang 

dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Adapun deskriptf 

analisis menggunakan serangkaian data untuk memberikan gambaran 

yang akurat tentang apa yang telah terjadi. Adapun analisis yang 

dimaksud penulis saat ini adalah menganilisis hasil penelitian yang 

terlebih dahulu didapatkan di lapangan dari hasil wawancara yang 

                                                             
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. XXI (Bandung: 

Alfabeta CV, 2014), hlm. 240. 
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kemudian direlasikan dengan aturan hukum perundang-undangan yang 

berlaku. 

5. Penyajian Data 

 Adapun teknik penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada 

Al-Qur’an dan terjemahan serta buku pedoman penulisan skripsi UIN 

Ar-Raniry, Fakultas Syar’iyah dan Hukum tahun 2018 edisi revisi 2019 

yang diterbitkan oleh Fakultas Syar’iyah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk memaparkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan 

menguraikan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini: 

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang akan memaparkan tentang 

pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Dua merupakan bab pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini akan 

menjelaskan tentang tinjauan umum isbat nikah bagi orang yang telah 

meninggal yang meliputi pengertian isbat nikah, dasar hukum penetapan isbat 

nikah, tujuan dan manfaat pelaksanaan isbat nikah, akibat hukum perkawinan 

yang tidak dicatatkan dan sebab-sebab penetapan isbat nikah. 

 Bab Tiga merupakan bab yang di dalamnya akan membahas tentang 

analisis  Putusan Hakim Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna yang meliputi profil 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, duduk perkara putusan Hakim Nomor 

03/Pdt.G/2018/MS-Bna, dasar pertimbangan hakim pada putusan Nomor 

03/Pdt.G/2018/MS-Bna, tinjauan hukum islam terhadap penetapan isbat nikah 

terhadap suami yang telah meninggal, analisis penulis. 

Bab Empat merupakan bab penutup yang di dalamnya berisi tentang 

kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini. 
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BAB DUA 

PENGERTIAN DAN HUKUM ISBAT NIKAH BAGI 

PASANGAN SUAMI ISTRI 
 

A. Pengertian Isbat Nikah 

Secara etimologi, isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “isbat” dan 

“nikah”. Kata isbat merupakan mashdar dari kata “اثبت” yang berarti 

“menetapkan”. Dan kata nikah merupakan mashdar dari kata “نكح” yang berarti 

“saling menikah”.
1
 Sedangkan secara istilah, nikah sebuah akad yang 

mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan 

berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika 

perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan 

keluarga.
2
 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan 

tentang kebenaran (keabsahan) nikah.
3
 Menurut Peter Salim kata isbat nikah 

memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. Isbat nikah sebenarnya 

sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu 

dengan sebutan isbat nikah.
4
 

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan, isbat nikah adalah pengesahan atas berlangsungnya pernikahan yang 

sah menurut syariat Islam namun tidak dicatat oleh pegawai Kantor Urusan 

Agama (KUA) atau PPN.  

Jadi, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) 

pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang mana telah di 

                                                             
1
 Ahmad warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, hlm. 145. 

2
 Agustin Hanapi, dkk, Buku Daras Hukum Keluarga, (Fakultas syariah dan ekonomi 

islam negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014), hlm. 12. 
3
 KBBI Pusat Bahasa Edisi ke 4 Departemen Pendidikan Nasional, hlm.549. 

4
 Sanawiah,“Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan 

Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya)”. Anterior Jurnal, volume 15 

Nomor 1, Desemeber 2015, hlm. 94-103. 
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langsungkan dengan syari’at Islam serta terpenuhi syarat dan rukun pernikahan 

menurut agama Islam. Namun pernikahan ini belum dicatatkan kepada pejabat 

KUA ( Kantor Urusan Agama) atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagai unit 

pelaksana teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana di wilayah kecamatan 

setempat, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

 

B. Dasar Hukum Legalisasi Isbat Nikah  

Kewenangan penyelesaian perkara isbat nikah pada dasarnya di 

peruntukan bagi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan sebelum 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah diberlakukannya 

Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka setiap pasangan yang 

hendak menikah harus dicatatkan di kantor yang memiliki wewenang dalam 

pencatatan perkawinan. Oleh karenanya, setiap pasangan suami isteri yang 

menikah sebelum diberlakukannya Undang-Undang tersebut harus melalui 

proses isbat nikah guna legalisasi perkawinan setelah diberlakukannya Undang-

Undang tersebut.  

Dasar hukum pencatatan perkawinan, pada prinsipnya adalah suruhan 

Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan hiburan (walimah) yang bertujuan 

untuk membedakan perkawinan yang benar (sah) dari yang tidak sah.
5
 Karena 

dengan adanya pencatatan perkawinan maka jelaslah perkawinan antara suami 

isteri tersebut telah diakui oleh negara. 

Adapun makna pencatatan pernikahan, Amiur Nuruddin menyebutkan 

bahwa pencatatan nikah adalah suatu proses dimana perkawinan yang telah 

dilangsungkan akan dicatat dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak 

                                                             
5
 Agustin Hanapi, dkk, Buku Daras Hukum Keluarga, (Fakultas syariah dan ekonomi 

Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014), hlm. 109. 
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antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan. Redaksi yang 

berbeda seperti dikemukakan Neng Djubaidah bahwa pencatatan perkawinan 

merupakan pencatatan atas suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam, 

yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari’at 

Islam yang dilakukan di kantor urusan agama kecamatan setempat. Adapun 

yang dimaksud dengan perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan yang 

sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang belum didaftarkan, sehingga 

belum tercatat dikantor urusan agama tempat dilangsungkannya perkawinan. 

Hal yang terakhir disebut disebabkan beberapa factor, diantaranya yaitu 

kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat, atau karena pembiayaan 

pendaftaran pencatatan dan lokasi yang tidak terjangkau oleh masyarakat, atau 

karena alasan lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. 
6
 

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam sebuah 

perkawinan. Eksistensi pencatatan dalam hukum perkawinan akan berpengaruh 

pada diakui atau tidaknya perkawinan dihadapan hukum. Dalam sistem hukum 

Indonesia, konsep pencatatan nikah ini bukan merupakan syarat yang 

menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan yang ada di 

Indonesia khususnya sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan 

agama (yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan), dan hal ini diyakini 

oleh umat Islam sebagai ketentuan syari’ yang harus dilaksanakan. Akan tetapi 

pencatatan itu sebagai syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara 

dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan 

tersebut.       

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

                                                             
6
 Khairuddin dan julianda, “Pelaksana Isbat Nikah keliling dan Dampaknya 

terhadap Kertertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireun)” (Fakultas Syar’ah 

dan Hukum UIN Ar-Raniry) Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1 No.2 Juli-

Desember 2017. 
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peraturan perundang-undang yang berlaku.
7
 Pelaksanaannya Undang-undang ini 

berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975. Peraturan tersebut 

berkembang dan diperluas dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun pasal-pasal yang 

mengatur tentang legalisasi isbat nikah adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 2 ayat (2) 

Tiap-tiap perkawinan dicatat menerut peraturan perundang-undang yang 

berlaku.
8
 

 

2. Kompilasi Hukum Islam  

Pasal 5 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan hasrus dicatat. 

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 1954.
9
 

 

Pasal 6 

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan di hadapan dan di bawah tangan pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah. 

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
10

 

 

Pasal 7  

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, 

dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 

(3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal berkenaan dengan: 

  a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

  b. Hilangnya akta nikah; 

                                                             
 

7
 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 8
 Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 9
 Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. 

 10 Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam 
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 c. Adanya keraguan sah atu tidaknya salah satu syarat perkawinan;     

 d. Adanya perkawinanyang terjadi sebelum berlakunya Undang-   

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

 e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 

(4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau 

isteri, anak-anak mereka,wali nikah dan pihak yang berkepentingan 

dengan perkawinan itu.
11

  

 

Selain aturan hukum tentang isbat nikah yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Menteri Agama juga 

mengatur tentang peraturan isbat nikah yang dituangkan dalam Pasal 37 ayat (1) 

Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 

tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi apabila buku nikah, kutipan buku 

pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai dan kutipan buku pencatatan 

rujuk hilang atau rusak, maka yang bersangkutan dapat meminta duplikat buku 

tersebut kepada penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang 

mengeluarkan model DN, DT, DC, dan DR.  

Oleh sebab itu, pada Pasal 37 ayat (2) Keputusan Menteri Agama 

(KMA) Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah 

dijelaskan bahwa untuk mendapatkan duplikat sebagaimana tersebut pada ayat 

(1) yang besangkutan membawa surat keterangan tentang kehilangan atau 

kerusakan dari pihak yang berwenang. Maka dengan adanya surat keterangan 

tentang kehilangan atau kerusakan dari pihak yang berwenang pada ayat (3) 

disebutkan bahwa jika catatan akta nikah, daftar pencatatan talak, cerai, dan 

rujuk rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka penghulu Kantor Urusan 

Agama (KUA) kecamatan untuk dapat mengeluarkan duplikat sebagaimana 

                                                             
 11 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam 
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dimaksud pada ayat (1) memerlukan kebenaran nikah, cerai talak, cerai gugat 

atau rujuk melalui penetapan pengadilan. 

Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam tidak mengatur secara 

spesifik tentang pencatatan perkawinan. Akan tetapi, pelaksanaan perkawinan 

disamakan dengan kegiatan muamalah yang diharuskan adanya pencatatan. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang 

berbunyi:  

نَكُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ وَلَا يآَأيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَاينَ تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُب ب َّي ْ
هُ وَلَا يَ بْخَسْ يأَْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الُله فَ لْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الَْْقُّ وَلْيَتَّقِ الَله رَبَّ 

الْعَدْلِ ا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الَْْقُّ سَفِيه ا أَوْ ضَعيِف ا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُُِلَّ هُوَ فَ لْيُمْلِلْ وَليُِّهُ بِ مِنْهُ شَيْئ  
ُُ وَامْرَأتَاَنِ مَِّن تَ رْضَوْنَ مِ  نَ الشُّهَدَاءِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لََْ يَكُوناَ رَجُلَيِْْ فَ رَجُلُ

تَكْتبُُوهُ  أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُُاَ فَ تُذكَِّرَ إِحْدَاهُُاَ اْلُأخْرَى وَلَا يأَْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوا وَلَا تَسْئَمُوا أَنْ 
َارةَ  صَغِير ا أَوْ كَبِير ا إِلََ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِندَ الِله وَأقَْ وَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنَ   أَلاَّ تَ رْتاَبوُا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ِِ

نَكُمْ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتبُُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ وَلَا يُضَ  ُُ حَاضِرَة  تدُِيرُونَ هَا بَ ي ْ آرَّ كَاتِبُ
ُُ بِكُمْ وَات َّقُ  ُُ وَإِن تَ فْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقُ ُُ وَلَا شَهِيدُ وا الَله وَيُ عَلِّمُكُمُ الُله وَالُله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

{٢٨٢}* 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagai Allah mengajarkannya, maka hendaklah 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 

ditulis), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. (QS. 

Al-Baqarah: 282).   
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Ayat tersebut memang tidak menjelaskan secara rinci tentang keharusan 

untuk melakukan pencatatan perkawinan. Namun, ayat di atas menjelaskan 

bahwa setiap kegiatan muamalah harus dicatatkan. Oleh karenanya, kegiatan 

muamalah diambil sebagai contoh untuk perkawinan yang mana perkawinan 

harus dicatatkan. Dengan adanya pencatatan ini maka akan ada akta perkawinan 

sebagai tanda bukti otentik bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan 

itu sah dalam agama dan negara yang mana akta nikah ini sangatlah penting 

untuk kemaslahatan bagi rumah tangga dan ketertiban berkehidupan dalam 

masyarakat. 

Para pakar tafsir, menafsirkan (  يَآأيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنوُا إذَِا تدََايَنتمُْ بدَِيْن ) adalah 

berkaitan dengan perjanjian utang piutang, para pakar tafsir lainnya menyatakan 

dengan muamalah yang lebih luas atau secara tidak tunai, seperti perniagaan, 

pinjam meminjam secara kredit yang dilakukan dengan jalan yang sah dan halal, 

karena catatan tersebut lebih memelihara jumlah barang dan jumlah 

pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.
12

 

Dilihat dari segi bahasa, (  ُْتدََايَنتم) tidak berbeda dengan kedua pendapat di 

atas. Apabila dikaitkan dengan zaman sekarang utang piutang dapat mencakup 

berbagai macam hal, baik untuk kepemilikan barang komoditi atau pun 

dikembangkan lagi usaha. Perbedaan pendapat sebenarnya bukan bersifat 

prinsip, tetapi hanya berbeda dalam memahami maksud (  tersebut. Ada  ( ايدََ  مُتْنَ 

yang memahami secara tekstual ada pula yang mengembangkan untuk 

kepentingan berbagai macam transaksi dalam dunia bisnis.  

Kelanjutan dari ayat tersebut yang tertulis ( ى فَاكْتبُوُهُ إلَِى  سَم ًّ أجََل  مُّ ) adalah 

apabila transaksi yang disebutkan memiliki tempo sampai jangka waktu tertentu, 

maka merupakan suatu kewajiban untuk mencatat transaksi tersebut.  

Potongan ayat ( ا  ا أوَْ كَبِيرًّ إلِىَ أجََلِهِ وَلاَ تَسْئمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ صَغِيرًّ ) merupakan  

kesempurnaan dari petunjuk, yakni perintah untuk mencatat hak, baik yang kecil 

                                                             
12

 Al- Imam Ibnu Katsir Ad- Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir,  juz 3, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 2000), Hlm. 185. 
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maupun yang besar. Karena disebutkan pada permulaan ayat (  لاَ تَسْئمَُوا ََ )  

artinya jangan merasa enggan jika diminta untuk menulisnya. 
13

 

Ayat (وَأدَْنىَ ألَاَّ ترَْتَابوُا) yakni telah menghapus keraguan; bahkan apabila 

berselisih maka catatan yang telah ditulis di antara kalian dapat dijadikan 

sebagai rujukan, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dan hilanglah rasa 

keraguan.
14

 Hal semacam ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 

perselisihan dan persengketaan terhadap semua transaksi yang dilakukan. 

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran 

bukan kewajiban.
15

 Abu Sa’id, Asy-Sya’bi, Ar-Rabi’ ibnu Anas serta yang 

lain-lainnya mengatakan bahwa pada mulanya hal ini hukumnya wajib 

kemudian dimansukh. 
16

 

Potongan ayat ( ُفَاكْتبُوُه) adalah bentuk kata kerja perintah (fi’il amar), 

sedangkan huruf ( ف ) sebagai jawaban dari (اذَِإ). Kata kerja itu berasal dari 

wazan (كتب يكتب) yakni mencatat dengan isim masdar-nya (كتابا كتبا كتابة) yakni 

pencatatan. Kata kerja ini bermakna tuntutan atau perintah yang berasal dari 

Allah SWT kepada manusia untuk melaksanakan pencatatan dalam hubungan 

horizontal. 

Dengan demikian, berdasarkan uraian dasar hukum tersebut dapat 

diketahui bahwa legalisasi pelaksanaan isbat nikah boleh dilaksanakan karena 

telah diakui bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya 

pencatatan perkawinan terlebih dahulu. Tentang syarat isbat nikah ini tidak 

dijelaskan dalam kitab fiqih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat 

isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan 

yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. 

Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan 

                                                             
13

 M.Quraish Shihab, Al-Luhab, (Tanggerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 732. 
14

 Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Op. Cit, hlm. 199. 
15

 M. Quraish Shihab,  Tafsir Al-Misbah, Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 732. 
16

 Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi , hlm.187. 
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syarat dan rukun nikah akan tetapi belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang 

yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).  

Adapun syarat tentang isbat nikah ini hanya dapat dilihat dalam aturan 

Undang-Undang. Isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan 

suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai  dengan ketentuan yang terdapat 

dalam syariat Islam. bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu 

telah sesuai syarat dan rukun nikah tetapi pernikan ini belum dicatatkan ke 

pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk 

mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu 

permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
17

 

Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Seperti telah disebutkan secara jelas 

bahwa isbat nikah dapat dilakukan karena belum mempunyai akta nikah yang 

disebabkan karena beberapa hal. Diantaranya yaitu adanya perkawinan dalam 

Rangka Penyelesaian Perceraian,hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan 

tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang 

terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan perkawinan 

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan 

menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Isbat nikah nikah ini dilakukan melalui proses pengajuan permohonan 

pihak-pihak yang bersangkutan. Pada pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan bahwa, yang berhak mengajukan permohonan pernikahan ialah suami 

istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkenpentingan dengan 

perkawinan itu.  

C. Tujuan Isbat Nikah 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban 

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui 

                                                             
17 Khairuddin dan julianda, “Pelaksana Isbat Nikah keliling dan Dampaknya terhadap 

KertertibanPencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireun)” (Fakultas Syar’ah dan 

Hukum UIN Ar-Raniry) Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1 No.2 Juli-Desember 

2017. 
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perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian mitsqan 

ghalidhan) perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindunghi perempuan 

dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan 

yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat 

salinannya, apabila terjadinya perselisihan atau percekcokan di antara mereka, 

atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya 

hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. 

Karena dengan akta tersebut, suami-istri memiliki bukti otentik atas perkawinan 

yang telah mereka lakukan.
18

  

 Perkara isbat nikah adalah perkara voluntair. Perkara voluntair adalah 

perkara yang berisi tuntutan hal perdata oleh satu pihak yang berkepentingan 

terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.
19

 Penyelesaian perkara 

voluntair harus diselesaikan di pengadilan yang memiliki kompetensi mengadili. 

Dalam artian, perkara isbat nikah yang merupakan perkara voluntair dapat 

diselesaikan dipengadilan yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh 

Undang-Undang.  

Dengan adanya izin kepada Mahkamah untuk menyelesaikan perkara 

isbat nikah ini, maka dari sini dapatlah pihak pengadilan dapat membantu 

pasangan suami istri yang telah kehilangan  bukti/akta nikah  sebagai bukti 

pernikahan yang sah untuk dapat diisbatkan pernikahan mereka dan mempunyai 

kembali bukti/akta nikah yang sah supaya mempunyai kekuatan hukum terhadap 

pernikahan yang telah berlangsung. 

Pada zaman yang sangat modern ini pencatatan perkawinan dianggap 

sangatlah penting. Karena apabila tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, 

maka akan menimbulkan kemudharatan seperti saksi hidup tidak bisa lagi 

                                                             
18

 Ahmad Rofiq. “Hukum Perdata Islam di Indonesia”. Jakarta: Rajawali Pers. 

2013.hlm.91. 

19
 Anshary “Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah”. 

Bandung: Mandar Maju cet-1. 2017 
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diandalkan tidak saja bisa hilang dengan sebab kematian manusia juga 

mengalami kelupaan dan kesilapan.
20

  

Oleh karenanya, ada beberapa tujuan yang diperoleh dari penetapan isbat 

nikah bagi pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya. 

Adapun tujuan penetapan isbat nikah adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam 

perkawinan tersebut; 

2. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang 

melangsungkan perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan 

perkawinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum; 

3. Untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang dilahirkan selama 

perkawinan berlangsung; 

4. Memudahkan penetapan ahli waris bagi pihak keluarga yang telah 

meninggal dunia; 

5. Sebagai salah satu bukti otentik bahwa benar telah dilangsungkannya 

perkawinan antara kedua belah pihak; 

6. Memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan pencatatan lainnya, 

seperti pembuatan akta kelahiran anak, permohonan Taspen dan lain-

lain; 

7. Meminimalisir adanya kegiatan qadhi liar yang hendak menikahkan 

kedua mempelai tanpa memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah. 

 Berdasarkan uraian tersebut, pentinglah untuk mengajukan permohonan 

isbat nikah ke pengadilan bagi pasangan suami-istri yang telah melangsugkan 

perkawinan tanpa pencacatan guna memudahkan segala urusan yang berkaitan 

dengan pengadministrasian lainnya.  

 

D. Sebab-sebab Penetapan Isbat Nikah 

                                                             
20

 Agustin Hanapi, dkk, Buku Daras Hukum Keluarga, (Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam Negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2014), hlm. 118. 
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Isbat nikah ini adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami 

isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama namun untuk 

mendapatkan pengakuan sah dari negara atas pernikahan yang telah 

dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan 

tersebut, sehingga pernikahan yang telah dilangsungkan ini mempunyai 

kekuatan hukum atau payung hukum melindungi hak-hak orang di dalamnya 

apabila terjadi sesuatu dikemudian hari. 

 Pernikahan adalah fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada 

manusia yang pada hakikatnya setiap kedudukan yang tinggi lagi mulia dalam 

pandangan islam, pasti selalu dikembalikan kepada fitrah. Islam menilai dan 

menetapkan, bahwa pernikahan adalah bagian dari penyempurnaan pelaksanaan 

ajaran agama. 

Sejatinya manusia ini tidak bisa hidup sendiri namun akan selalu ingin 

berkumpul atau hidup berkolompok dengan manusia lainnya. Kelompok atau 

unit terkecil adalah keluarga yang merupakan tempat tumbuh dan berkembang 

untuk generasi-generasi penerus. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk 

keluarga bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu membantu dan 

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material dan perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” 

menurut peraturan perundang-undangan karena dengan adanya peraturan untuk 

dicatatkan  tiap-tiap perkawinan maka ada kekuatan hukum. Apabila salah satu 

pihak melalaikan kewajibannya, maka akan ada pihak lain yang dapat 

melakukan upaya hukum, karena memiliki bukti yang sah atau otentik dari 

perkawinan yang dilangsungkannya.  

 Maka dari sinilah diperbolehkan isbat nikah karena dengan adanya isbat 

nikah ini untuk memberi payung hukum untuk masyarakat agar pernikahan yang 

sudah terjadi bisa dicatat kembali demi kelangsungan kehidupan berkeluarga 
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terjalin dengan tentram sehingga apabila ada yang melalaikan tanggung 

jawabnya bisa dilakukan upaya hukum dan hak-hak anak bisa terjamin. 

 Setelah pembaharuan hukum keluarga semua negara-negara muslim 

mewajibkan pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku 

di negara masing-masing walaupun berdasarkan hukum Islam tidak terdapat 

aturan khusus tentang keharusan pencatatan perkawinan. Namun, meskipun 

bukan rukun nikah tapi pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk 

membuktikan pernikahan yang sah karena dengan perkembangan zaman yang 

sangat pesat maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi salah 

satunya pembahuruan hukum keluarga Islam. 

 Apabila suatu perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan 

yang berlaku walaupun sudah melakukan perkawinan sesuai dengan yang 

dianjurkan oleh agama tetap saja perkawinan tersebut tidak mempunyai payung 

hukum atau kekuatan hukum karena perkawinan yang tidak dicatatkan akan 

menimbulkan banyak kemudharatan bagi pihak yang ada didalam ikatan 

perkawinan tersebut apabila ada yang melalaikan tanggung jawabnya maka 

pihak yang berkeberatan tidak mempunyai payung hukum atau kekuatan hukum 

untuk melindungi hak-haknya, adapun pihak lain yang mempunyai kaitan 

dengan perkawinan tersebut juga akan memiliki kemudharatan akan akibat 

perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang telah di tetapkan. 

Akibat lebih jauh jika tidak mempunyai bukti / akta nikah yang sah maka isteri 

ataupun anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak berhak 

menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya dan tidak adanya harta bersama 

dalam perkawinan tersebut.  

 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 

64 menjelaskan bahwa untuk perawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang 
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dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah.
21

 Maka dari sini, 

dapatlah dipahami bahwa perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-

undang ini dapat diisbatkan, kemudian undang-undang perkawinan ini di 

sempurnakan dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) 

menjelaskan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilaan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
22

 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

Maka boleh isbat bagi yang tidak mempunyai buku nikah untuk 

kepentingan mengurus perceraian, jadi bila mengajukan perkara tidak 

mempunyai buku nikah lalu dalam proses perceraian dibuat satu petitum 

ada permohonan penetapan menikah kemudian dipoin berikutnya baru 

disebut minta cerai jadi dalam proses nanti ada 2 paket yang pertama 

dicek dulu bukti adanya nikah itu namanya isbat kalau peristiwa nikah 

terbukti dalam persidangan baru masuk kedalam proses persidangan 

perceraian dan bila seandainya riwayat nikahnya tidak dikabulkan 

gugatan cerainya juga tidak dapat dikabulkan jadi satu paket dalam 

perkara perceraian dan ada permohonan untuk isbat nikah hanya 

keperluan perceraian hanya untuk keperluan itu jadi si pemohon tidak 

diberikan berupa akta atau buku itu hanya dalam dokumen perkara 

gugatan disana di temukan ada proses isbat. Sedangkan isbat dalam 

perkara perceraian hasilnya hanya mendapatkan akta cerai bila 

perceraiannya berhasil dikabulkan. 

b. Hilangnya akta nikah 

Jika terjadi kehilangan akta nikah ini maka yang bersangkutan bisa 

mengajukan permohonan perkara isbat ke Mahkamah Syar’iyah sesuai 

dengan domisilinya 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 
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 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 
22

 Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. 
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d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

1974 tetang Perkawinan dan; 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 tentang 

Perkawinan. 

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan bagi mereka yang ingin melakukan isbat nikah boleh isbat 

karena mereka tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang jadi 

yang mempunyai halangan menurut Undang-undang perkawinan seperti 

yang tercantum dalam Undang-undang contohnya membatasi istri hanya 

boleh satu bagi yang berminat 2 , 3 dan 4 ada persyaratan menurut 

Undang-undang ketika pasangan yang menikah dibawah tangan dan 

memohon isbat ke pengadilan maka isbat akan ditolak oleh hakim karena 

pernikahan yang kedua menjadi halangan bagi istri yang pertama dan 

istri kedua boleh melakukan isbat kalau memenuhi syarat-syarat yaitu 

mendapat izin dari istri dan yang paling resmi mendapat izin dari 

pengadilan serta halangan lain dalam pernikahan termasuk sedarah dan 

sesusuan. 

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh pengadilan Agama karena 

pertimbangan maslahah bagi umat Islam isbat nikah sangat bermanfaat bagi 

umat islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-

surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta 

memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing 

suami isteri. 

Sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan isbat nikah ke 

Pengadilan Agama itu sendiri, dalam praktek khususnya di Pengadilan Agama 

(PA) pihak-pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah dapat ditemukan 

kebanyakannya (Departemen Agama RI: 167), yaitu: “Adanya perkawinan yang 
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terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Dan “Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini biasanya 

dilatarbelakangi oleh karena akta nikah hilang (bisa karena untuk pembuatan 

Akta kelahiran anak, bisa juga digunakan untuk gugat cerai, atau bisa juga untuk 

gugat pembagian harta bersama).  

Untuk kasus akta nikah hilang tersebut, biasanya pihak pemohon 

dianjurkan untuk meminta duplikat kutipan akta nikah dimana tempat nikahnya 

itu dilaksanakan tapi kadang kala ditemukan juga pihak KUA (Kantor Urusan 

Agama) menerangkan perkawinannya tidak didaftarkan di KUA (Kantor Urusan 

Agama). 

Hadirnya Undang-Undang yang mengatur tentang isbat nikah tidak 

terlalu dikenal dalam masyarakat karena untuk mengisbatkan nikah terutama 

yang nikah sirri dibawah tahun 1974 yang pertama mengenai susahnya 

membuktikan wali, saksi-saksi, karena rata-rata wali dan saksi si pemohon isbat 

nikah sudah meninggal dunia, akhirnya Pengadilan Agama tidak mengabulkan 

permintaan pemohon karena Pengadilan Agama tidak boleh memutuskan 

perkara tanpa aturan syarat dan rukun yang tidak jelas.
23

 

Oleh karenanya, setiap pasangan suami istri yang akan mengajukan 

permohonan isbat nikah ke pengadilan harus menghadirkan wali dan saksi atau 

alat bukti lain yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya bahwa benar 

perkawinan telah dilangsungkan. 

Dengan demikian, adapun sebab-sebab diajukannya permohonan isbat 

nikah adalah sebagai berikut: 

1. Jika perkawinan yang dilangsungkan sebelum dilaksanaakannya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

                                                             
23

 Sanawiah,“Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan 
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2. Jika akta nikah yang pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

(KUA) telah hilang tangpa meninggalkan bukti lainnya; 

3. Jika perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun 

perkawinan yang sah namun tidak dilaksanakan di Kantor Urusan 

Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam dan Kantor 

Catatan Sipil (KCS) bagi masyarakat selain yang beragama Islam; 

4. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya sebuah perkawinan; 

5. Perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak mempunyai halangan 

perkawinan sehingga perkawinan dianggap batal. 

E. Akibat Hukum Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan 

Akibat hukum terdiri dari kata akibat dan hukum. Kata “akibat” berarti 

sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (pembuatan, 

kepustuan).
24

  Sedangkan kata “hukum” berarti peraturan atau adat yang secara 

resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, 

undang-undang atau sebagainya yang digunakan untuk mengatur kehidupan 

masyarakat, patokan (kaidak, ketentuan) mengenai peristiwa (alam,dsb) yang 

tertentu.
25

 Oleh karenanya dapat diketahui bahwa akibat hukum adalah akibat 

yang timbul karena peristiwa hukum. Adapun peristiwa hukum yang dimaksud 

dalam penulisan ini adalah akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. 

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan 

yang telah memenuhi peraturan syara’ tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina 

yang identik dengan anak di luar perkawinan , melainkan sebagai anak yang sah 

dengan segala konsekuensi hukumnya, seperti akibat perkawinan tidak tercatat 

itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada 

kedua orang tuanya itu, demikian pula dengan hak dan kewajiban orang tua 

terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagaimana mestinya di antara mereka 

saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu 
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perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku 

secara natural (alamiah) saja.  

Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni 

kehidupan seluruh anggota keluarga yang tentram (sakinah), maka 

pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu factor 

pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk 

dapat membangun keluarga sakinah adalah ketntraman psikologi, yakni 

pengakuan masyarakat. Sebaliknya kalau dalam keluarga ada kekhawatiran 

perkawinan diketahui oleh orang lain, menjadi pemicu ketidaktentraman , sebab 

dalam kondisi seperti ini amat memungkinkan munculnya rasa was-was bahkan 

ancaman. Sebab boleh jadi terlalu khawatir kalau diketahui oleh masyarakat, 

dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan perasaan tidak ada 

jaminan dari masyarakat.  

 Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan 

administrasi dan tata kenegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan 

hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini dimasa 

sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam diatas putih), berupa akta nikah. 

Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak 

dimasa sekarang. Sebab di samping ada perintah untuk membuat bukti tertulis 

(catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana 

dalam Al-Baqarah 282. Ada juga berupa perubahan berbentuk illat yang sama di 

masa Nabi dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan den perubahan 

zaman. Illat dari walimahan, pengumuman, dan saksi yang berlaku di masa Nabi 

Muhammad adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara 

bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau 

hanya dengan walimahan dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis 

(akta).
26
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Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi pengadilan Agama 

dalam sejarahnya adalah diperuntukkan untuk pasangan yang melakukan 

perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan  Jo Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo 

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun 

dengan berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 7 yang telah diuraikan dalam ayat (3) bahwa isbat 

nikah bisa diajukan dengan alasan tersebut. Maka  oleh sebab itu bagi pasangan 

yang belum mempunyai akta nikah atau telah hilang akta nikah untuk 

mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan isbat nikah di pengadialan 

agama.
27

  

Apabila anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang tidak dicatatkan 

tersebut pada akta kelahirannya hanya dapat dicantumkan nama ibu kandungnya 

saja oleh pegawai Kantor Catatan Sipil (KCS) yang mengeluarkan akta 

kelahirannya tersebut hal ini serupa dengan akta kelahiran anak-anak di luar 

nikah. anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan atau anak 

yang lahir diluar nikah dianggap anak tidak sah dan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-

Undang Perkawinan) seperti yang tercantum pada akta kelahiran anak. 

 Berdasarkan uraian tersebut, adapun akibat hukum dari perkawinan yang 

tidak dicatatkan adalah sebagai berikut: 

1. Perkawinan tidak di anggap sah meskupun perkawinan telah dilakukan 

sah menurut Agama dan Kepercayaan, namun dimata negara perkawinan 

tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan 

Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS). 

                                                             
27
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2. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam 

melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik 

suami maupun istri. 

3. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, 

anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang 

tidak tercatat, selain dianggap tidak sah ia juga hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 

Undang-Undang Perkawinan). 

4. Anak dan Ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibatnya lebih 

jauhnya adalah dari perkawinan yang tidak dicatat ini baik istri maupun 

anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak 

menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. 

5. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh salah satu 

pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apa pun 

secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum 

tidak berkewajiban mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan 

tehadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku 

di Indonesia perkawinan dianggap ilegal  di mata hukum. Dengan 

demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan 

dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut 

berpotensi menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban 

dalam perkawinan. 
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BAB TIGA 

ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR’IYAH NOMOR 

03/Pdt.G/2018/MS-Bna 

 

A. Profil Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

1. Sejarah terbentuknya Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

 Berbicara tentang sejarah Mahkamah Syar’iyah, sama halnya  berbicara 

tentang asal mula didirikannya Mahkamah Syar’iyah. Oleh karenanya, penting 

untuk mengetahui terlebih dahulu definisi sejarah dalam konteks ilmu 

pengetahuan. Kata sejarah dalm bahasa Arab disebut dengan “tarikh”, yang 

memiliki arti ketentuan masa atau waktu. Sedangkan dalam bahasa Inggris 

disebut dengan “history” yang berarti orderly desription of past events (uraian 

secara berurutan tentang kejadian-kejadian masa lampau). Sedangkan menurut 

pengertian istilah, sejarah merupakan sejumlah keadaan dan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di masa lampau, dan benar-benar terjadi pada diri individu atau 

masyarakat.
1
  

 Sejarah Mahkamah Syar’iyah merupakan rentetan pengetahuan tentang 

asal mula terbentuknya atau didirikannya Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah 

Syar’iyah merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah 

lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Syariah merupakan sebutan 

Pengadilan Agama yang berada di Provinsi Aceh. Untuk itu, semua Pengadilan 

Agama yang berada di wilayah Provinsi Aceh disebut dengan Pengadilan 

Agama.  

Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) adalah suatu lembaga publik 

servis dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan 

sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada 
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masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan 

sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.  

Diera reformasi, ada keinginan untuk melaksanakan syari’at Islam 

kembali menggema di kalangan rakyat Aceh, di samping tuntutan referendum 

yang juga disuarakan oleh sebagian generasi muda pada waktu itu.  

Para ulama dan cendikiawan muslim semakin intensif menuntut kepada 

kepada Pemerintah pusat, agar dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh dan 

mengangkat kembali martabat rakyat Aceh supaya dizinkan dapat menjalankan 

syari’at Islam dalam rangka segala aspek kehidupan. Perjuangan tersebut 

akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-undang yang sangat 

penting dan fundamental, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 

Masyarakat Aceh menyambut baik lahirnya Undang-undang tersebut 

dengan penuh rasa syukur. Selanjutnya, pemerintah ddaerah bersama DPRD 

pada saat itu, bergegas melahirkan beberapa peraturan daerah sebagai 

penjabaran dari keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh.tersebut yang dapat mewarnai secara nyata keistimewaan Aceh yang 

sudah lama dinanti-nantikan, antara lain: 

a. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan 

Ulama (MPU); 

b. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2000 tentang 

Pelaksanaan Syari’at Islam; 

c. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2000 tentang  

Penyelenggaraan Pendidikan; 

d. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Kehidupan Adat; 
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 Pada tahun 2001, pemerintah pusat kembali mengabulkan keinginan 

rakyat Aceh mendapatkan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang tersebut 

diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 19 Agustus 2001. Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus ini terkait erat 

dan melengkapi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaran Keistimewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi 

pelaksaan syar’at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di bumi Serambi 

Mekkah. 

Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus tersebut adalah diberikan peluang dan hak bagi Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam untuk membentuk Peradilan Syari’at Islam yang 

dilaksanakan oleh Mahkamah Syari’ah sebagai bagian dari sistem peradilan 

nasional (Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus). 

Pembentukan Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh Jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam. Akhirnya tim 

Pemerintah Pusat terdiri dari Departemen/Lembaga terkait, diantaranya seperti 

Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), 

Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 

Pertahanan dan Keamanan, telah berhasil merumuskan beberapa kesepakatan, 

antara lain; 
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1. Peresmian Mahkamah Syari’ah akan dilaksanakan di Banda Aceh 

pada hari Selasa, tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah yang bertepatan 

dengan tanggal 4 Maret 2003 Masehi;  

2. Masing-masing Departemen/Lembaga mempersiapkan diri sesuai 

dengan bidang kewenangannya untuk peresmian Mahkamah Syari’ah 

(kelembagaan kewenangan, pembinaan sumber daya manusia, dan 

lain-lain). 

3. Menjelang hari H (4 Maret 2003) perlu adanya pertemuan lagi yang 

dijadwalkan sebagai berikut: 

a. Tanggal 5 s/d 8 Febuari 2003 2003 konsinyering Tim Pusat; 

b. Tanggal 17 Febuari 2003 Koordinasi Tim Pusat dengan Daerah; 

c. Tanggal 27 s/d 28 Febuari 2003 Cheking terakhir. 

 Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa awal mula 

pembentukan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh diawali dengan adanya 

Peraturan Daerah (PERDA) Aceh sebagai provinsi yang memiliki otonomi 

khusus untuk mengatur wilayahnya sendiri. Dengan adanya otonomi khusus ini, 

Aceh berhak untuk mengatur seluruh sistem hukum tanpa adanya campur tangan 

daari wilayah lain. Salah satu aturan hukum tersebut adalah dirumuskannya 

Qanun Aceh sebagai salah satu dasar hukum bagi para pencari keadilan. Dengan 

adanya Peraturan Daaerah tersebut, sebutan Pengadilan Agama di Aceh menjadi 

Mahkamah Syar’iyah dengan penambahan kewenangan dalam urusan hukum 

jinayat yang telah diatur dalam qanun Aceh. 

 Dengan terbentuknya nama Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh, 

maka seluruh Pengadilan Agama yang berada di lingkungan Provinsi Aceh 

disebut dengan Mahkamah Syar’iyah termasuk Banda Aceh. 

 

2. Visi dan Misi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

  Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, 

cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi agar dapat menentukan 
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arah pandang kesuksesan suatu lembaga. Sedangkan misi adalah suatu proses 

atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu lembaga/instansi atau organisasi 

untuk mencapai visi tersebut. Dengan demikian, baik visi maupun misi sangat 

penting untuk dijalankan dalam suatu lembaga agar dapat menghasilkan kinerja 

yang maksimal. 

 Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebgai salah satu unit dalam 

lingkungan Peradilan Agama mempunyai harapan yang tertuang dalam visi 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan merupakan bagian dari visi Mahkamah 

Agung. Adapun visi Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya Badan Peradilan 

yang Agung”. Berdasarkan visi Mahkamah Agung tersebut, dirumuskanlah visi 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yaitu “Terwujudnya Mahkamah Syar’iyah 

Banda Aceh Yang Agung”. 

 Selain visi tersebut, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memiliki misi 

guna terpenuhinya segala rencana-rencana dan program kerja yang telah 

dirumuskan. Adapun misi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh adalah sebagai 

berikut:  

a. Meningkatkan Kepercayan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan; 

b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan; 

c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan. 

 Berdasarkan misi tersebut, diharapkan bagi Mahkamah Syar’iyah Banda 

Aceh dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan keadilan bagi masyarakat 

yang mencari keadilan. 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

Mahkamah Syar’iyah pada hakikatnya adalah pengembangan dari 

Pengadilan Agama dengan perubbahan kewenangan yang meliputi perkara 

jinayat. Mahkamah Syar’iyah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi 

peradilan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

adalajh Syari’iyah bertugas dalam berwenang menerima, memeriksa, memutus, 
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dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: 

a. Perkawinan; 

b. Warisan; 

c. Wasiat; 

d. Hibah; 

e. Waqaf; 

f. Zakat; 

g. Infak; 

h. Sedekah; 

i. Ekonomi Syar’iyah; 

Mahkamah Syar’iyah mempunyai ciri khusus dalam kewenangan 

sebagaimana tersebut dalam pasal 128 ayat (3) Undaang-Undang Nomor 11 

tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar’iyah 

berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang 

meliputi bidang ahwal al-syakhsyiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum 

perdata), jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam. 

Makamah Syar’iyah berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan 

merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (sebagaimana diatur dalam 

Pasal 49 Umndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Berdasarkan tugas pokok Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi: 

1. Fungsi peradilan, dalam hak ini Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk 

menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan setiap perkara 

yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompentensi 

relatifnya); 

2. Fungsi administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan 
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bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik 

menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum; 

3. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama 

berfungsi dan berwenang member nasehat dan pertimbangan 

mangenai hukum islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya 

bila diminta, dan memberikan isbat nikah kesaksian rukyatul hilal 

dalam penentuan tahun hijriyah; 

4. Fungsi pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 

tingkah laku aparaturnya. 

 

4. Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh salah satu pengadilan tingkat pertama 

dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu Kota Provinsi 

Aceh yang mewilayahi Kota Banda Aceh dengan hukumnya meliputi 90 

Gampong (desa) dan 9 kecematan. 

 

B. Duduk Perkara Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Nomor 

03/Pdt.P/2018/MS-Bna 

 Perkara Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna merupakan perkara permohonan 

isbat nikah yang diajukan pemohon sebagai istri terhadap termohon sebagai 

suami yang telah meninggal dunia. Perkara Nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna telah 

didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 22 

Desember 2017 dengan Nomor Registrasi Perkara  03/Pdt.G/2018/MS.Bna, 

yang isinya sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1991 pemohon telah melangsungkan 

pernikahan sesuai Syari’at Islam dengan suaminya yang bertempat di 

Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh; 
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2. Bahwa suami pemohon bernama : Ridwan bin Sulaiman Ali, lahir 

tanggal 13 Maret 1965, Agama Islam, pekerjaan Satpam RSUZA, alamat 

terakhir Jl. Banda Aceh dan telah meninggal dunia pada tahun 2015; 

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah 

adalah abang kandung pemohon sekaligus sebagai pelaksanaan aqad 

nikah sedangkan yang menjadi saksi nikah dua orang saksi, dengan 

mahar berupa emas 99% tunai; 

4. Bahwa, tanggal 21 Maret 1992, kedua kutipan akta nikah (untuk suami 

istri) yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah 

Kuala, Kota Banda Aceh telah hilang, berdasarkan dengan surat 

keterangan hilang dari kepolisian Nomor : LKB/1290/XII/2017/Sek-

Kuala yang dikeluarkan oleh Sektor Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 

maka sejak kehilangan tersebut Pemohon dan Termohon sangat 

membutuhkan bukti tertulis sebagai pengganti buku nikah yang hilang; 

5. Bahwa yang ditarik menjadi pihak Termohon adalah saudara kandung 

dari suami Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia; 

6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Ridwan 

bin Sulaiman Ali) telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing 

bernama: 

6.1. Indah Safitri (perempuan), lahir tanggal 15 Oktober 1992; 

6.2. Devi Eahmayanti (perempuan), lahir tanggal 26 September 1995; 

6.3. Safrizal Fajri (laki-laki), lahir tanggal 15 Oktober 1996; 

6.4. Rahmad Rizki (laki-laki), lahir tanggal 11 Juni 2000; 

7. Bahwa permohonan isbat nikah ini diperlukan untuk keperluan untuk 

keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon dengan 

suami Pemohon serta untuk mengurus surat atau melengkapi berkas 

Pensiun di Kantor Taspen; 
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 Berdasarkan dali-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada 

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, memeriksa dan 

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum 

yang dilaksanakan di Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, 

Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 1991; 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

4. Mohon putusan seadil-adilnya; 

 Berdasarkan petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah 

Syar’iyah Aceh memberikan dasar pertimbangannya yakni bahwa pada hari dan 

tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang 

menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon 

tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa 

Termohon telah pula memberikan keterangannya sebagai berikut: 

- Bahwa, Termohon adalah adik kandung dari suami Sulindar bin 

Abdullah yang bernama Ridwan bin Sulaiman Ali; 

- Bahwa, benar antara pemohon (Sulindar bin Abdullah) dengan Ridwan  

bin Sulaiman Ali mereka suami isteri yang menikah pada tanggal 30 

Desember 1991 yang dilaksanakan di Gampong Lamgugob, kecamatan 

Syiah Kuala, disaksikan oleh Usman Hamid dan M.Daud Amin, dengan 

mahar 8 mayam emas 99% tunai; 

- Bahwa benar dari pernikahan antara Pemohon dengan alm Ridwan bin 

Sulaiman Ali telah dikaruniai 4 orang anak; 

- Bahwa, benar alm Ridwan bin Sulaiman Ali telah meninggal dunia tahun 

2015 

- Bahwa, surat nikah Pemohon (Sulindar binti Abdullah) dengan alm. 

Ridwan bin Sulaiman Ali telah pernah diberikan oleh KUA yang 

berwenang, namun sekarang tidak ada lagi karena hilang dan telah 
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dimintakan surat keterangan kehilangan barang pada polsek Syiah Kuala 

Kota Banda Aceh; 

Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon dan Termohon 

telah mengajukan bukti-bukti berupa: 

1. Alat bukti surat yang terdiri dari; 

a. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon (Sulindar) NIK: 

1171045703600001 tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh telah dibubuhi 

materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2); 

b. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Termohon (Azhar 

Saifullah) NIK: 1106210803820003 tanggal 28-12-2015 yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Aceh Besar, telah dibubuhi materai  cukup dan tidak dengan aslinya 

(bukti P.2); 

c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 415/10/XII/1991 tanggal 30 

Desember 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah 

Kuala, telah dibubuhi materai cukup dan tidak ada aslinya (bukti P.3) 

d. Asli Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor.  

LKB/1290/XII/2017Sek-Kuala tanggal 15 Desember 2017 yang 

dikeluarkan oleh Polsek Syiah Kuala (bukti p.4) 

e. Asli surat Keterangan Kematian Nomor 149/949 tanggal 27 

November 2017 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ie Masen 

Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, (bukti P.5) 

2. Alat bukti saksi  

1. Razali bin Ibrahim, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kami 

bertetangga dengan Pemohon. 

- Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah 

Termohon adik kandung suami Pemohon; 
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- Bahwa, Pemohon sudah menikah pada tahun 1991 dengan 

Ridwan di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala dan 

Ridwan sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 2015 karena 

sakit; 

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat akad nikah namun saksi hadir 

pada saat pesta perkawinan mereka; 

- Bahwa, setahu saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu abang 

kandung Pemohon yang bernama abdul Jalil karena ayah 

kandungnya sudah meninggal dunia dan saat saksi nikah masing-

maasing bernama Usman Hamid dan M, Daud Amin dan 

maharnya berupa emas  jumlahnya saksi tidak ingat; 

- Bahwa, surat nikah Pemohon sudah pernah ada dan sekarang 

buku nikah tersebut sudah hilang; 

- Bahwa, antara Pemohon dan almarhum suaminya Ridwan tidak 

ada halangan untuk menikah dan mereka menikah jejaka dan 

perawan; 

- Bahwa, dalam pernikahan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak 

dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan 

mereka; 

- Bahwa, semasa hidupnya Ridwan tidak ada istri lain selain 

Pemohon dan mereka tidak pernah bercerai; 

- Bahwa, keperluan Pemohon mengurus istbat nikah ini karena 

buku nikahnya sudah hilang dan untuk kepastian hukum terhadap 

pernikahan pemohon dengan suaminya Ridwan; 

- Bahwa, saksi tidak ada yang disampaikannya dan cukup apa yang 

diterangkannya. 

2. M. Nasir Bin Idris, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai 

berikut : 
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- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena kami bertetangga 

dengan Pemohon dan saksi kenal dengan termohon yaitu adik 

kandungan suami Pemohon; 

- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Ridwan pada tahun 

1991 dikampung Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala; 

- Bahwa, suami Pemohon bernama Ridwan sudah meninggal dunia 

pada tahun 2015 karena sakit; 

- Bahwa saksi tidak ikut pada saat akad nikah Pemohon dengan 

suaminya Ridwan saksi ikut hadir pada saat pesta perkawinan 

mereka; 

- Bahwa, yang saksi ketahui yang menjadi wali nikah pada saat itu 

abang kandung Pemohon yang bernama abdul Jalil karena ayah 

kandungnya sudah meninggal dunia dan saksi nikah yaitu Usman 

Hamid dan M, Daud Amin dan maharnya saksi tidak ingat 

jumlahnya; 

- Bahwa, surat nikah Pemohon sudah pernah ada namun menurut 

pemohon surat nikahnya tersebut sudah hilang; 

- Bahwa, antara Pemohon dan suaminya Ridwan tidak ada 

halangan untuk menikah dan pernikahan mereka sudah dikaruniai 

4 orang anak; 

- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dan suaminya tidak 

pernah bercerai dan Ridwan tidak ada istri lain selain Pemohon; 

- Bahwa, semasa hidupnya Ridwan bekerja sebagai Satpam di 

RSUZA; 

- Bahwa, saksi tidak ada lagi yang disampaikan dan cukup apa 

yang diterangkannya; 

 Berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yyang telah dihadirkan 

oleh pemohon dan termohon tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah 

Syar’iyah Aceh merumuskan dasar pertimbangannya sebagai berikut: 
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1. Termohon dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena ia 

merupakan adik kandung dari suami Pemohon (Sulindar binti Abdullah) 

yang dibuktikan berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan 

saksi-saksi dipersidangan; 

2. Permohonan isbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan berdasarkan 

dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon bahwa ia telah pernah 

melangsungkan perkawinan dengan termohon (suaminya) pada tanggal 

30 Desember 1991 di Gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala 

Kota Banda Aceh, namun akta nikah tersebut telah hilang; 

3. Alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan pemohon dan 

termohon dapat diterima sebagai bukti otentik karena telah memenuhi 

syarat materil dan syarat formil; 

 Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim 

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menetapkan dan mengadili perkara ini 

dengan amar putusannya sebagai berikut: 

a. Mengabulkan Permohon Pemohon ; 

b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Sulindar binti 

Abdullah) dengan Ridwan bin Sulaiman Ali yang dilaksanakan pada 

tanggal 30 Desember 1991 di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah 

Kuala Kota Banda Aceh; 

c. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 291.000,-. (dua ratus sembilan puluh satu rupiah). 

 Berdasarkan uraian duduk perkara tersebut dapat diketahui bahwa 

Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk dapat menetapkan 

isbat nikah dengan almarhum suaminya yang telah meningal. 

C. Dasar Pertimba Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah  

 Pada Suami Yang Telah Meninggal 

 

Mahkamah sebagai badan hukum lembaga peradilan di lingkungan 

mahkamah yang memiliki kewenangan yang sama dengan pengadilan agama 
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ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam  yang ditetapakan dalan Qanun ada 

tujuh ada sembilan kewenangan mahkamah syariah yang salah satunya 

merupakan yaitu menyelesaikan perkara perkawinan isbat nikah yang termasuk 

perkara perkawinan yang mana pada perkara ini adalah perkara isbat nikah 

terhadap suami yang telah meninggal. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh yaitu Bapak A. Karim (Hakim Mahkamah Syar’iyah 

Banda Aceh) mengatakan bahwa “Kita (para hakim) berpedoman kepada 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 disana tidak disebutkan pasangan hidup 

atau pasangan meninggal. Namun, tentang aturan pelaksanaan isbat nikah 

ditemukan di Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan ada 5 hal dibatasi isbat 

nikah yaitu Perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah dari Kantor 

Urusan Agama. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Dalam 

hal tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah perkawinan dapat isbat dibatasi ada 

5 hal yang bisa isbat selebihnya tidak boleh. Di dalam Pasal 7 Kompilasi 

Hukum Islam yang bisa isbat nikah adalah sebagai berikut: 

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

2. Hilangnya akta nikah.  

3. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.  

Selanjutnya, Bapak A. Karim ( Hakim Mahkamah Syariah),  

menjelaskan bahwa dalam Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ayat 4 

menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah 
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suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan 

dengan perkawinan itu.  

Dalam Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini tidak disebutkan jelas 

bahwa bisa isbat nikah terhadap pasangan yang sudah meninggal namun dalam 

berbagai keperluan anak butuh bukti nikah orang tuanya lalu anak boleh 

mengajukan isbat ke pengadilan baik sudah meninggal kedua-duanya atau salah 

satunya jadi anak yang mengajukan terhadap peristiwa orang tuanya, kemudian 

bagi pasangan yang telah meninggal bagi yang masih hidup boleh mengajukan 

yaitu boleh suami boleh istri jadi ini dasar boleh isbat peristiwa 5 hal ini 

mengenai pasal 7 tapi tidak disebut pasangan yang telah meninggal namun 

hakim untuk perkara isbat tetap berpegang teguh kepada pasal 7 jadi pasangan 

hidup atau pasangan telah meninggal baik diajukan oleh anak atau pasangan itu 

sendiri.  

Kemudian petunjuk berikutnya ada aturan Mahkamah Agung membuat 

persyaratan tambahan juga tidak ditemukan di Pasal 7 KHI (Kompilasi Hukum 

Islam) yaitu dalam perkara suami telah meninggal diajukan dalam bentuk 

perkara gugatan yaitu ada pemohon dan ada termohon yang menjadi pihak 

termohon adalah ahli waris dari pasangannya kalau ikuti petunjuk ini tidak 

disebut salah satu hanya disebut ahli warisnya dipahami dari kalimat ini ahli 

waris menjadi pihak termohon seandainya hanya satu anak yang diambil itu 

kebijakan untuk mempermudah proses.  

Adapun hasil wawancara dengan bapak A. Karim (Hakim Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh) dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Penetapan Isbat 

Nikah Terhadap Suami atau Orang yang meninggal dunia tidak disebut secara 

jelas untuk suami atau orang telah meninggal dunia dan tidak sebut juga aturan 

dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 7 ayat 3 tersebut orang yang masih 

hidup, maka dari sinilah hakim mengacu penetapan isbat nikah terhadap suami 

yang telah meninggal tersebut kepada KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan 

alasan yang termuat dalam perkara Nomor.03/Pdt.G/2018/MS-Bna yang mana 
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pemohon telah kehilangan akta nikah sebagai bukti otentik yang diberikan oleh 

KUA (Kantor Uusan Agama) atau bukti tertulis atas telah dilangsungkan 

pernikahan tersebut sebagai alat bukti bahwa pemohon dan suami telah 

melakukan pernikahan sesuai dengan hukum Islam. 

 Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Yusri (Hakim Mahkamah 

Syar’iyah) yang mengatakan bahwa “Sebelumnya para pemohon harus 

membawa bukti bahwa pasangannya telah meninggal yang diberi oleh pamong 

praja atau akta kematian serta membawa saksi yang mengetahui pasti bahwa 

betul ada terjadinya pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon jadi 

pertimbangan hakim yang paling pokok adalah hakim mempertimbangkan 

bahwa gugatan ini bisa didukung oleh bukti-bukti yang kuat agar bisa 

dikabulkan baik itu dengan bukti surat atau bila ada bukti-bukti duplikat akta 

nikah itu bisa menjadi lebih aman karena itu bukti otentik. Dasar hukum atau 

pegangan hakim terhadap penetapan isbat nikah terhadap pasangan yang telah 

meninggal adalah Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 

Agama Buku II jadi dalam buku II ini ada dasarnya bila mengajukan 

permohonan isbat untuk orang meninggal yaitu dengan melibatkan ahli waris 

yang meninggal.” 

Analisa peneliti dalam pengajuan perkara isbat nikah kepada suami yang 

telah meninggal dunia  dengan cara sipemohon memenuhi persyaratan-

persyaratan yang telah ditetapkan oleh mahkamah syar’iyah agar perkara 

tersebut dapat diproses, adapun persyaratan yang dimaksud selain menyerah 

Fotocopi KTP milik pemohon, pemohon juga harus menyerahkan fotocopi KTP 

orang yang yang akan di Isbatkan dalam hal ini adalah (KTP Suami  pemohon), 

pemohon harus menyerahkan fotocopi Kartu Keluarga milik pemohon, selain itu 

pemohon juga harus menyerahkan surat keterangan dari Kepala desa yang isinya 

menerangkan bahwa benar pemohon dan termohon adalah benar-benar pasangan 

suami istri. 
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Dalam pengajuan proses isbat nikah hendaknya pemohon juga 

memberikan keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan nya 

seperti memberikan penjelasan tentang status selama masa perkawinan, 

memberitahu siapa yang menjadi wali dan siapa saja yang menjadi saksi-saksi 

dalam perkawinan tersebut. Maka dari saksi-saksi tersebut hakim dapat 

memperoleh keterangan terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan bahwa 

benar telah dilakukan pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan hukum 

negara, mempunyai anak dari pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai 

sampai dengan termohon meninggal dunia. 

Berdasarkan hasil wawancara dalam kasus tersebut bahwa analisa 

peneliti dapat menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh 

hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah bagi suami yang telah meninggal 

adalah sebagai berikut: 

1. Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan dikarenakan perkawinan 

antara pemohon dan termohon telah dilangsungkan menurut syariat 

Islam dan pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Syiah Kuala, akan tetapi akta nikah tersebut telah hilang 

sehingga permohonan Isbat nikah dapat dikabulkan. 

2. Penetapan perkara isbat nikah bagi pasangan yang telah meninggal tidak 

dijelaskan secara rinci, namun Majelis Hakim menimbang dengan 

perkawinan yang pernah dilangsungkan dan pernah dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama (KUA) menjadi pertimbangan yang kuat untuk 

mengabulkan permohonan pemohon, sehingga Majelis Hakim dapat 

mengacu pada alasan bahwa akta nikah sebagai bukti otentik yang 

hilang. Sehingga berdasarkan hal tersebut, permohonan pemohon dapat 

dikabulkan sesuai dengan bunyi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang 

menerangkan bahwa jika akta nikah hilang maka pasangan suami istri 

dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan. 
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3.  Isbat nikah adalah cara menetapkan sahnya suatu pernikahan, 

sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di pengadilan khususnya 

Mahkamah Syar’iyah. Dalam Pasal 7 Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 

1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang telah menjelaskan hal apa saja yang bisa diisbatkan nikah. 

4. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah.  Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan 

dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 

Perkara Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 

b. Hilangnya akta nikah. 

          adapun hilang yang dimaksud adalah baik karena terjadinya 

bencana alam dan kebakaran maka dapat dilaporkan kehilangan 

tersebut ke kantor kepolisian setempat untuk kemudian menjadi 

dasar permohonan diterbitkannya duplikat buku pencatatan 

perkawinan ke  KUA kecamatan. Jika ternyata akta nikah asli 

tidak dapat ditemukan di KUA kecamatan, anda dapat 

mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan. 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor. 1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. 

 Analisa yang peneliti dapatkan bahwa dalam perkara pada kasus 

isbat nikah tersebut dimana suami telah meninggal dan buku nikah 

sebagai data otentik yang pernah ada telah hilang tetapi masih dapat 
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diajukan ke pengadilan mahkamah syar’iyah untuk dicatat dan dicetak 

kembali buku nikah yang telah hilang tersebut yang akan dipergunakan 

oleh si pemohon. 

 

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Isbat Nikah Bagi Suami 

yang Telah Meninggal 

  

 Isbat nikah merupakan salah satu penetapan perkawinan yang dapat 

dilakukan untuk melegalkan perkawinan yang tidak dicatatkan karena beberapa 

alasan sehingga perkawinan tersebut dapat diakui oleh negara. Penetapan isbat 

nikah, diatur secara spesifik dalam hukum positif di Indonesia. sebagaimana 

yang tertera dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa 

penetapan isbat nikah dapat diajukan dengan alasan adanya perkawinan dalam 

rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau 

tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum 

berlakunya Uundang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

 Berbeda dengan hukum positif di Indonesia, hukum Islam tidak 

mengatur secara spesifik tentang legalisasi penetapan isbat nikah. Hal ini 

dikarenakan tidak ada ayat hukum yang langsung menjelaskan kebolehan 

adanya isbat nikah tersebut. Namun, hukum Islam akan mengalami 

pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kebiasaan. 

Pembaharuan hukum Islam ini dapat terjadi seperti dalam hukum keluar Islam.  

 Salah satu pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah 

dengan adanya pencatatan perkawinan. Kegiatan pencatatan perkawinan 

sebelumnya tidak pernah dilakukan, bagi pasangan yang hendak menikah dapat 

langsung menikah dengan menghadirkan saksi dan wali. Namun seiring 

berjalannya waktu para ahli hukum merumuskan untuk setiap perkawinan harus 
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dicatatkan. Pelaksanaan aturan hukum ini direalisasikan sejak dibentuknya 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan 

setiap perkawinan harus dicatatkan. Oleh karenanya, setiap perkawinan yang 

dilangsungkan tanpa adanya pencatatan harus mengajukan permohonan isbat 

nikah ke pengadilan yang berwenang agar perkawinannya dapat diakui oleh 

negara. 

 Mengenai penetapan isbat nikah, hukum Islam akhirnya menggunakan 

istinbat qiyas dalam pelaksanaan tersebut dengan kegiatan muamalah yang harus 

dicatatkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah 

ayat 282, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah harus dicatatkan 

dengan menghadirkan dua orang saksi. Dengan adanya ayat ini maka semakin 

memperkuat bahwa isbat nikah terhadap pasangan telah meninggal bisa 

dikabulkan supaya yang ditinggalkan bisa mendapatkan hak-haknya dan 

mengundang kemashlatan bagi mereka yang ditinggalkan dengan adanya bukti 

otentik yang dapat mempermudah serta mempercepat segala urusan mereka 

yang memerlukan pengurusan menggunakan bukti pernikahannya ataupun bukti 

pernikahan orang tuanya serta orang yang berkepentingan dengan perkawinan 

itu. 

Dikaji dengan metode istihsan qiyas kahfi, pencatatan nikah dapat 

melindungi pihak-paihak yang melakukan pernikahan karena istri bukan seperti 

barang dagangan yang mudah berpindah tangan dan tidak juga seperti barang 

sewaan yang hanya diambil manfaatnya. Dengan adanya pencatatan nikah suami 

istri dapat membuktikan pernikahannya  dengan adanya akte nikah, bahwa 

suami istri merupakan pasangan yang sah dimata hukum Islam dan hukum 

negara,  

Penulis berpendapat bahwa melakukan pencatatan perkawinan adalah 

kewajiban pasangan suami istri yang melakukan pernikahan, apabila tidak 

dilakukan pencatatan pernikahan maka akan menimbulkan kemudaratan yang 

besar bagi pasangan tersebut atas keabsahan pernikahan mereka karena tidak 
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data bukti yang otentik (Akta Nikah) yang menunjukkan bahwa mereka telah 

melangsungkan pernikahan.  

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan di 

Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam itupulah telah mengakomodir 

hukum Islam sebagai bagian integral dari Hukum Nasional. Kompilasi Hukum 

Islam merupakan hukum yang hidup (living law) di tengah-tengah masyarakat 

muslim, karena itu dalam praktek sehari-hari beberapa bagian hukum 

keperdataan Islam seperti, perkawinan, waris, wakaf, telah berlaku dan 

diamalkan sejak dahulu oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam. 

Dengan melihat kenyataan banyak masyarakat mengajukan isbat nikah di 

Pengadilan Agama dengan alasan untuk mengurus akta lahir anaknya, karena 

mau mendaftar sekolah, anak yang mau mendaftar ujian PNS, atau TNI/POLRI 

dan lain-lain. Melihat kenyataan ini, dengan alasan kemaslahatan untuk 

kepastian hukum, dengan diisbatkan pernikahannya mereka mendapat akta 

nikah, selain itu juga untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak-anak 

mereka yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena anak-anak tidak salah 

apa-apa sehingga statusnya perlu dilindungi. 

 Ketika dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni 

kehidupan seluruh anggota keluarga yang tenteram (sakinah), maka 

pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu factor 

pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk 

dapat membangun keluarga sakinah adalah ketentraman psikologi, yakni 

pengakuan masyarakat. Sebaliknya kalau dalam keluarga ada kekhawatiran 

perkawinan diketahui oleh orang lain, menjadi pemicu ketidaktenteraman, sebab 

dalam kondisi seperti ini amat memungkinkan munculnya rasa was-was bahkan 

ancaman. Sebab boleh jadi terlalu khawatir kalau diketahui oleh masyarakat, 

dari kondisi tidak mendapat pengakuan ini juga melahirkan perasaan tidak ada 

jaminan dari masyarakat. Pengakuan dan jaminan hak ini dimasa Nabi SAW 

cukup dengan pengumuman kepada masyarakat. 
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 Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan 

administrasi dan tata kenegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan 

hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini dimasa 

sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam diatas putih), berupa akta nikah. 

Maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak 

dimasa sekarang. Oleh karenanya, penetapan isbat nikah dalam hukum Islam 

disamakan dengan kegiatan muamalah yang harus dicatatkan. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam penelitian 

ini, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan isbat 

nikah pada putusan hakim nomor 03/Pdt.G/2018/MS-Bna adalah 

dikarenakan perkawinan antara pemohon dan termohon telah 

dilangsungkan menurut syariat Islam dan pernah dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Kuala, akan tetapi akta nikah 

tersebut telah hilang sehingga permohonan Isbat nikah dapat dikabulkan. 

Sehingga Majelis Hakim dapat mengacu pada alasan bahwa akta nikah 

sebagai bukti otentik yang hilang, maka sebagai bukti otentik kegiatan 

pengadministrasian pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga berdasarkan hal tersebut, 

permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan bunyi Pasal 7 

Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa jika akta nikah 

hilang maka pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan isbat 

nikah ke pengadilan. 

2. Penetapan isbat nikah menurut hukum Islam tidak dijelaskaan secara 

spesifik, namun legalisasi penetapan isbat nikah dapat diakui 

berdasarkan sistem qiyas dengan kegiatan muamalah yang mewajibkan 

adanya pencatatan perkawinan. sehingga isbat nikah menurut hukum 

Islam dapat dilaksanakan. 
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B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

ada beberapa saran yang dapat diajukan acuan bagi peneliti selanjutnya. Adapun 

saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat membantu peneliti 

selanjutnya sebagai referensi tetapi peneliti hanya mengkhususkan 

tentang penetapan isbat nikah pada kasus hilangnya akta nikah dan 

suami telah meninggal sehingga disaran pada peneliti  selanjutnya dapat 

meneliti tentang adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan 

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan. 

2. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih menimbulkan kesadaran bahwa 

pentingnya pencatatan perkawinan oleh lembaga yang berwenang seperti 

Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) agar 

mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. 
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